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Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran fundamental advokat sebagai penegak hukum dalam melakukan pendampingan
terhadap tersangka guna menjamin hak asasi manusia pada setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari
penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis fungsi advokat sebagai
penjaga hak asasi manusia, pilar keadilan, dan pengimbang kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana, sekaligus
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta strategi penguatan peran advokat. Penelitian ini menggunakan metode
hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi langsung, wawancara, serta pengalaman penelitian di
Kantor Advokat YTRP & Partners. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat tidak hanya sebatas pendamping
formal, melainkan mencakup dimensi praktis dan struktural.
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providing assistance to suspects to guarantee human rights at every stage of the criminal
justice process, from investigation and inquiry to trial. The purpose of this study is to
analyze the function of lawyers as guardians of human rights, pillars of justice, and
counterbalances to state power in the criminal justice system, while also identifying the
obstacles faced and strategies for strengthening the role of lawyers. This study uses
empirical legal methods with a law in action approach through direct observation,

interviews, and research experience at the YTRP & Partners Law Office. The results of
the study show that the role of advocates is not limited to formal assistance, but also
includes practical and structural dimensions.
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Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak
asasi manusia, di mana setiap individu, termasuk yang berstatus sebagai tersangka,
memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pembelaan hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memuat ketentuan
bahwa advokat memegang peranan penting sebagai salah satu penegak hukum yang
berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas dalam proses peradilan. Peran ini
bukan sekadar tugas profesional, melainkan sebuah amanat konstitusional yang menjamin
tegaknya kebenaran dan keadilan bagi setiap warga negara. Hal tersebut ditekankan pada
Pasal 5 ayat (1) UU Advokat. Dari bunyi pasal tersebut ditarik sebuah pengertian bahwa,
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meskipun advokat berada di pihak terdakwa di pengadilan, akan tetapi dalam kapasitasnya
sebagai penegak hukum, advokat diwajibkan membela kepentingan-kepentingan hukum
(Rozi, 2016) Penelitian lain menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang
bebas dan mandiri, sehingga kehadirannya menjadi bagian penting dalam menjamin
perlindungan hak tersangka dan menegakkan supremasi hukum (Stevani & Pura, 2022).
Sejalan dengan itu, advokat juga dipandang sebagai pilar keadilan yang bertugas
memastikan agar hak-hak tersangka tidak disalahgunakan dalam proses peradilan pidana,
sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara
(Simanjuntak, 2011).

Tahap awal proses peradilan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, peran advokat
sangat krusial. Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP secara tegas menyatakan hak tersangka untuk
didampingi oleh penasihat hukum sejak awal penangkapan atau penahanan. Advokat
hadir untuk memastikan bahwa tidak ada hak-hak tersangka yang dilanggar, seperti hak
untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (hak ingkar) dan hak
untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi (Martono, 2020). Pendampingan hukum
pada tahap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya intimidasi atau pelanggaran hak
asasi manusia lainnya. (Harahap 2018) berpendapat bahwa peran utama advokat pada
tahap penyidikan dan penyelidikan adalah memberikan pendampingan hukum agar
tersangka tidak mengalami tekanan fisik maupun psikis dari aparat penegak hukum, serta
memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara
pidana. (Arfin, 2018) menegaskan bahwa kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak
tersangka memilih penasihat hukum sejak awal, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat
(1) KUHAP, merupakan aspek normatif yang apabila diabaikan dapat membuat dakwaan
menjadi cacat hukum. Sejalan dengan itu, (Crimen, 2016) menekankan bahwa perlindungan
hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan mencakup kewajiban pemeriksaan yang adil,
termasuk pemberitahuan hak-hak dasar serta larangan melakukan tekanan atau paksaan.
Selain itu, advokat berperan mencegah kerahasiaan oleh penyidik kejaksaan dan
memastikan bahwa hak asasi tersangka tetap terlindungi sepanjang proses penyelidikan
berlangsung. Dengan demikian, advokat hadir bukan hanya pada saat persidangan, tetapi
sejak penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.” Secara
hukum negara memberikan jaminan khusus bagi tersangka yang menghadapi ancaman
pidana berat atau bagi mereka yang tidak mampu membayar advokat. Negara wajib
menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan
tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi, melainkan harus
merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kedua pasal ini merupakan bentuk
nyata dari prinsip fair trial (peradilan yang adil) dan equality before the law (persamaan di
hadapan hukum).

Pada tahap persidangan, peran advokat menjadi lebih sentral. Mereka tidak hanya
bertindak sebagai pembela, akan tetapi advokat juga berperan dalam memberikan
pandangan dan pendapat hukum terhadap perkara yang sedang ditanganinya
(Rahadjie, Hafidz, & Buana, 2022). Advokat menyusun strategi pembelaan, menganalisis
bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut, dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan.
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peran advokat dalam persidangan mencakup pengujian terhadap legalitas bukti, keabsahan
proses, dan konsistensi keterangan saksi, yang semuanya bertujuan untuk mencari
kebenaran materil berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Penasehat hukum
wajib menggali fakta persidangan, menyesuaikan dengan alat bukti, menganalisis Pasal
dalam surat dakwaan dan memberikan argumentasi hukum yang logis serta dapat menarik
kesimpulan secara holistic dalam mengaplikasikan pembelaan yang objektif dalam
mewujudkan keadilan yang proporsional atau putusan yang sesuai dengan tingkat
kesalahan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti
(wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023), (Citranu, Yase, Atharwan, & Kurniasi,
2024). Advokat juga mengajukan nota pembelaan (pleidoi) yang berisi argumen hukum
untuk membantah tuduhan jaksa dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, pendampingan
advokat bukan sekadar kewajiban formal yang diatur undang-undang, melainkan
merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan
kewenangan negara. Dengan adanya advokat, tersangka tidak lagi berada dalam posisi
yang lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, melainkan memperoleh
jaminan bahwa proses hukum yang dijalaninya berlangsung secara adil, proporsional, dan
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal, (Marzuki 2017). Namun tak bisa di
pungkiri advokat dalam menjalankan tugasnya seringkali mendapatkan kendala lainnya
melalui kurangnya akses terhadap tersangka baik dari aparat penegak hukum maupun dari
pihak. Terlebih lagi maraknya kasus korupsi saat ini seringkali advokat teemasuk dalam
hal itu meskipun bukan dalam jumlah keseluruhan namun kejadian tersebut nama baik
advokat sebagai aparat penegak hukum seringkali tercoreng dan menurunkan rasa percaya
masysarakat. Hal ini di buktikan melalui kasus (Marcella Santoso — Suap & Gratifikasi Vonis
Lepas Perkara Ekspor CPO)

Melalui perspektif keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana advokat dapat mengoptimalkan
perannya dalam memberikan masukan strategis, melakukan pengawasan terhadap
prosedur penangkapan dan penahanan, serta memastikan tersangka memperoleh akses
terhadap keadilan yang substansial. Juga mengkaji bagaimana advokat kembali
memulihkan rasa percaya masyarakat dalam terhadap tugas yang di embannya dalam
memastikan hak tersangka terpenuhi secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi
advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang seimbang, humanis, dan akuntabel, di
mana hak-hak tersangka selalu menjadi prioritas utama. Peran ini menuntut independensi,
integritas, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan substantif dari setiap
advokat.

Metodologi

Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum empiris mempelajari hukum
sebagai kenyataan sosial (law in action), bukan hanya sebagai norma tertulis (law in books).
Pendekatan ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui
wawancara, observasi, atau kuesioner untuk memahami bagaimana hukum diterapkan,
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ditaati, atau dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian saya di Kantor Advokat
YTRP & Partners menerapkan pendekatan ini dengan mengamati secara langsung praktik
advokat dalam mendampingi tersangka selama tahap penyidikan. Melalui magang, saya
dapat melihat interaksi nyata antara advokat, aparat penegak hukum, dan klien, serta
bagaimana aturan hukum diinterpretasikan dan dijalankan dalam proses penyidikan dan
peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks
undang-undang, melainkan sebuah proses sosial yang hidup dan bekerja di masyarakat,
sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris.

Hasil dan Pembahasan
Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap
Tersangka.

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pidana yang
kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainseperti hakim, jaksa, dan poisi.
Kedudukan ini ditegaskan dalam 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang
menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin
oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa advokat bukan sekadar “pembantu
hukum”, tetapi memiliki fungsi konstitusional sebagai penjaga hak asasi manusia dan
pelindung kepentingan hukum warga negara yang berhadapan dengan negara. Peranan
advokat dalam mendampingi tersangka dimulai sejak tahap awal proses peradilan pidana,
yaitu ketika seseorang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tahap penyidikan
dan penyelidikan advokat memiliki memiliki fungsi penting dalam mendampingi
tersangka sejak tahap penyidikan untuk menjamin perlindungan hak asasi serta mencegah
terjadinya pelanggaran prosedural oleh aparat penegak hukum. (1385 ,(wssdle)
menegaskan bahwa pendampingan advokat pada tahap awal penyidikan dapat
mengurangi potensi terjadinya intimidasi maupun tekanan psikologis terhadap tersangka.
Penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan advokat pada pemeriksaan awal bukan
hanya membantu tersangka memahami proses hukum, tetapi juga memperkuat prinsip due
process of law yang sering diabaikan dalam praktik (Bateson, 1967). Lebih lanjut, (Sari, 2015)
menjelaskan bahwa peran penasihat hukum pada tahap pemeriksaan penyidik adalah
memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menjebak dan tetap
berada dalam koridor hukum acara pidana. Dalam konteks internasional, (Worden, 2013)
melalui penelitian multi-situs di Amerika Serikat menemukan bahwa intervensi advokat
sejak sidang pertama berimplikasi signifikan terhadap percepatan pembebasan bersyarat
serta pengurangan risiko salah tangkap. Sejalan dengan itu, dalam perspektif internasional,
peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan individu, tetapi juga memiliki fungsi
sistemik dalam menjaga keadilan dan legitimasi peradilan. (Tuinstra 2010) menegaskan
bahwa penasihat hukum di pengadilan pidana internasional berfungsi ganda, yakni
melindungi hak terdakwa sekaligus menjadi “guardian of fairness” yang memastikan
proses peradilan berjalan sesuai standar hukum internasional. Lebih lanjut (King, 2013)
menjelaskan bahwa hak atas penasihat hukum telah berevolusi dari sekadar perlindungan
terhadap nyawa dan kebebasan fisik, menjadi hak yang lebih luas untuk menjamin fair trial
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pada setiap tahapan proses hukum. Pandangan ini diperkuat oleh (Rappaport, 2017) yang
menyoroti fungsi struktural hak atas penasihat hukum sebagai mekanisme institusional
untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan individu, sehingga keberadaan
advokat dipahami sebagai instrumen yang menopang integritas sistem peradilan pidana
secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, ketiga gagasan tersebut menemukan
relevansinya pada kedudukan advokat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang
menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, sehingga pendampingan
terhadap tersangka tidak boleh dilihat sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian dari
fungsi struktural dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

Bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka

Bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka mulai tampak sejak
tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada fase penyelidikan dan penyidikan.
Pada tahap ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum agar
tersangka memahami hak-haknya, melainkan juga bertindak sebagai pengawas terhadap
tindakan aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur
hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak
fundamental tersangka. Dalam konteks perkara narkotika, penelitian menunjukkan bahwa
pendampingan advokat sangat krusial sejak awal karena risiko terjadinya penyalahgunaan
kewenangan aparat relatif tinggi, sehingga advokat berperan ganda sebagai penasihat
hukum sekaligus pengontrol proses hukum. Meskipun secara normatif KUHAP telah
memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap
penyidikan, temuan (Martin & Lumban, 2024) mengungkap bahwa dalam praktik nasional,
peran advokat sering kali masih pasif. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses
tersangka terhadap bantuan hukum dan hambatan struktural dalam sistem peradilan
pidana, sehingga fungsi advokat sebagai pengawal due process of law belum sepenuhnya
berjalan efektif. Kendala ini diperkuat oleh penelitian (Utami et al, 2024) yang menegaskan
bahwa standar bantuan hukum yang ada belum mampu menjamin ketersediaan advokat
sejak awal pemeriksaan. Akibatnya, banyak tersangka yang menghadapi proses penyidikan
tanpa pendampingan memadai, sehingga rawan mengalami pelanggaran hak-hak dasar.

Oleh karena itu, bentuk nyata peran advokat dalam pendampingan tersangka dapat
dipahami dalam dua dimensi: dimensi praktis, yakni memberikan bantuan hukum
langsung, mengawasi tindakan aparat, serta menjamin hak-hak tersangka; dan dimensi
struktural, yakni menjaga fairness, legitimasi, serta integritas sistem hukum itu sendiri.
Dengan kombinasi dua dimensi ini, advokat tidak hanya menjadi pembela klien semata,
tetapi juga bagian dari pilar penegakan hukum yang memastikan tegaknya prinsip negara
hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hambatan dan upayah penguatan peran advokat dalam pendampingan tersangka
Advokat dalam menjalanka tugasnya sering kali mengalami hambatan yang kerap

memperlambat proses berlajalannya tugas dan aksesnya terhadap tersangka, terutama

pada tahap penyidikan (kepolisian) dan penuntutan (kejaksaan). Meskipun secara hukum
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advokat di jamin tanggung jawab dan tugasnya tetap saja pada realitanya jauh dari apa
yang di harapkan. Keterbatasan tersebut juga termuat dalam undang-undang hukum acara
pidana (KUHAP Pasal 115) peran advokat pada pemeriksaan tersangka sangat terbatas,
yaitu hanya dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Mereka tidak leluasa
untuk menyela dengan memberikan pendapat hukum atau menginterupsi, meskipun
pertanyaan yang diajukan penyidik dirasa menjerat. Pembatasan ini menyebabkan peran
penasihat hukum pada tingkat penyidikan menjadi pasif, terutama dalam kasus-kasus
tertentu. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian fungsi advokat yang
seharusnya melindungi hak asasi manusia dan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana,
seperti yang diatur dalam UU Advokat.

Dalam praktiknya, tidak semua advokat mampu menjaga standar etika profesi secara
konsisten; sebagian justru lebih menitikberatkan pada kepentingan finansial dibandingkan
memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak kliennya. Beberapa penelitian
empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua advokat menjaga standar etika
profesi secara konsisten. Misalnya Amsari (2025) menemukan bahwa kasus Anita
Kolopaking yang memalsukan dokumen dalam kasus Djoko Tjandra berdampak negatif
terhadap kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Brahmana et al, )2016) juga mengidentifikasi faktor internal seperti konflik
kepentingan dan tekanan klien yang membuat sebagian advokat lebih memilih keuntungan
materi daripada keadilan. Selanjutnya, (Agistu & Mahadewi, 2024) menegaskan bahwa
pelanggaran kode etik yang terekspos publik dapat secara signifikan menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Lebih jauh, (Areta & Vanesia, 2025)
memperlihatkan bahwa integritas profesi advokat sering kali diuji oleh godaan orientasi
finansial melalui keterlibatan dalam praktik korupsi.

Dalam perspektif internasional, persoalan serupa juga banyak terjadi (Smith, Rea, &
Kamawal, 2010) menunjukkan bahwa di Afghanistan, akses awal terhadap advokat sering
terhambat oleh dominasi aparat dan lemahnya infrastruktur hukum, sehingga peran
lembaga bantuan hukum internasional menjadi penting untuk menjamin perlindungan
tersangka. Penelitian dalam (Sakowicz, 2021) menguraikan bagaimana European Court of
Human Rights menegaskan pentingnya pendampingan advokat sejak tahap awal
pemeriksaan untuk menjamin prinsip fair trial. (Markiewicz, 2020) di Polandia bahkan
menyoroti hambatan administratif seperti keterlambatan pemberitahuan hak serta
minimnya privasi konsultasi antara advokat dan tersangka. Dalam konteks kasus terorisme,
(Soyaslan, 2020) menjelaskan bahwa pembatasan hak-hak prosedural, termasuk akses
advokat, sering dijustifikasi atas nama keamanan nasional, namun tetap harus diimbangi
dengan mekanisme pengawasan independen agar tidak melanggar HAM. Laporan (Fair
Trials 2019) bertajuk Where’s My Lawyer? juga menunjukkan bahwa negara-negara Uni
Eropa masih menghadapi kendala dalam menjamin akses advokat secara efektif akibat
hambatan bahasa, keterbatasan bantuan hukum gratis, serta prosedur yang kurang
responsif.

Berdasarkan kajian nasional dan internasional tersebut dapat disimpulkan bahwa
hambatan peran advokat dalam pendampingan tersangka bersumber dari keterbatasan
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akses, intervensi aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga kendala
administratif dan politik. Adapun upaya penguatan yang dapat dilakukan meliputi
penegasan regulasi, peningkatan kualitas profesi advokat, penyediaan bantuan hukum
gratis yang efektif, serta pengawasan oleh lembaga independen. Dengan belajar dari praktik
internasional yang menekankan akses sejak tahap awal penyidikan, pemberian bantuan
hukum yang setara, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, maka posisi advokat di
Indonesia dapat diperkuat sebagai pilar penting dalam menjamin hak-hak tersangka dan
menegakkan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana.

Simpulan

Peran advokat tidak sebatas pendamping formal, tetapi juga sebagai penjaga
keadilan substantif dan pelindung hak tersangka. Namun dalam praktiknya sering kali
dihadapkan oleh berbagai hambatan berupa keterbatasan regulasi dan persoalan
integritas, menunjukkan perlunya penguatan peran advokat secara sistemik. Penguatan
peran advokat dapat ditempuh melalui revisi aturan, peningkatan etika profesi,
penyediaan bantuan hukum yang lebih merata, serta pengawasan independen.
Penelitian lanjutan sebaiknya menggali praktik internasional dan studi empiris untuk
memperkuat penerapan di Indonesia.
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